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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

NOMOR : W11.U/317/HM02.3/12/2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN APLIKASI

PERLINDUNGAN PENGADUAN TERKENDALI (E-PEDULI)

PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

bahwa untuk mendukung terwujudnya Peradilan Modern yang
berbasis teknologi informasi diperlukan aplikasi yang dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;

bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
pelayanan publik guna mempermudah akses informasi terhadap
masyarakat pencari keadilan yang menjangkau hingga ke
pedesaan, dipandang perlu menerapkan aplikasi Perlindungan
Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) Pengadilan Tinggi Bandung;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang
Permberlakuan Aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali
(E-PEDULI) pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan
Negeri Se-Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
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Tembusan :

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :

1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan
Dan Standar Meja Informasi Di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG
PEMBERLAKUAN APLIKASI PERLINDUNGAN PENGADUAN
TERKENDALI (E-PEDULI) PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT.

Pemberlakuan aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali
(E-PEDULI) secara penuh pada seluruh Pengadilan Negeri Se-Jawa
Barat dilaksanakan setelah pelaksanaan launching aplikasi
Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) pada Pengadilan
Tinggi Bandung.

Mewajibkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri setelah
pelaksanaan launching aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali
(E-PEDULI) untuk mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada
masyarakat pencari keadilan di satuan kerjanya masing-masing sesuai
dengan Alur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum
dalam lampiran Keputusan ini;

Dalam pelaksanaan sosialisasi agar Pengadilan Negeri bekerjasama
dengan instansi terkait yang dapat menjangkau hingga kepada
masyarakat pedesaan dalam rangka efisiensi dan efektivitas
pelayanan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  Bandung
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

KETUA,

Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.|. di Jakarta.
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.!. di Jakarta.
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1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 1. S-1 Semua Jurusan
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